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BAB Il1

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dapat mendapatkan dua kesimpulan

yaitu :

1. Pelaksanaan pembebanan jaminan Fidusia dalam perjanjian pinjam-meminjam di
Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama Kantor Cabang Pinjaman Bugisan yaitu
dengan tata cara melakukan peminjaman terdapat dua cara pembebanan Fidusia pada
perjanjian pinjam meminjam di koperasi tersebut yang pertama adalah dengan
pembuatan akta jaminan di bawah tangan dan Fidusia notarial, akta Fidusia dibawah
tangan yaitu pihak koperasi dengan debitur hanya melakukan perjanjian pinjam-
meminjam dengan hanya berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak atau

pembebanan jaminan Fidusia dibawah tangan.

2. koperasi dalam hal pencegahan wanprestasi oleh debitur adalah melakukan maintenance
atau pengecekan pembayaran oleh debitur setiap bulannya. Koperasi mempunyai
ketentuan  bahwa debitur akan dikenai surat peringatan pertama apabila tidak
membayar sesuai tenggang waktu yang diberikan oleh koperasi, selanjutnya apabila
pada bulan berikutnya masih belum membayar maka pihak koperasi akan memberikan
surat peringatan kedua begitupun pada bulan selanjutnya berturut turut akan diberikan
surat peringatan ketiga dan apabila teguran tersebut tidak dipatuhi maka koperasi akan
memberikan somasi kepada pihak debitur, somasi adalah surat peringatan terakhir dan

selanjutnya akan dilakukan penarikan objek Fidusia dari tangan debitur, somasi
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diberikan dengan jangka waktu empat bulan berturut-turut debitur tidak melakukan
pembayaran utang tersebut dan tentu saja akan diberikan denda, ketentuannya adalah
dihitung perhari dari habisnya masa pinjaman yaitu sebesar 0,1% dari jumlah pinjaman

tiap harinya.

Koperasi akan melakukan upaya apabila terjadi wanprestasi yang pertama adalah
dengan melakukan upaya-upaya kekeluargaan terlebih dahulu dan apabila tidak berhasil
barulah melakukan eksekusi sesuai dengan Undang-Undang No.42 Tahun 1999

Tentang Jaminan Fidusia

B. Saran

Saran penulis kepada koperasi berdasarkan hasil dari penelitian adalah dalam hal
pembuatan perjanjian dan pembebanan Fidusia seharusnya koperasi haruslah lebih mengerti
bagaimana mekanisme dari lahirnya Fidusia karena dalam hal ini koperasi masih melakukan
perjanjian dibawah tangan dan menyebut perjanjian tersebut adalah perjanjian dengan
pembebanan Fidusia, yang sebenarnya tidak ada unsur pembebanan tersebut karena tidak
adanya sertifikat pendaftaran Fidusia dalam perjanjian tersebut dan untuk dapat dikatakan
sebagai jaminan Fidusia harus dengan prosedur yaitu dapat dilihat pada ketentuan Pasal 11

sampai dengan Pasal 18 undang-undang No. 42 tahun 1999 tentang jaminan Fidusia.

Jadi, koperasi harus lebih kompeten dan lebih melihat kembali bagaimana tata cara
pendaftaran Fidusia yang benar, karena dapat membahayakan koperasi sendiri, anggapan
koperasi yang mengatakan bahwa perjanjian dibawah tangan sudah bisa dikatakan sebagai
perjanjian dengan pembebanan jaminan Fidusia itu sendiri sudah salah karena tidak sesuai

dengan prosedur yang benar dari Undang-undang No. 42 tahun 1999 tentang jaminan
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Fidusia. Maka dari itu koperasi harus lebih cermat dalam hal pembuatan perjanjian pinjam-
meminjam. Meskipun dalam dunia bisnis atau pembiayaan diperlukan kecepatan dalam

segala pengurusan syarat-syarat namun ebih bijak dengan mematuhi atau mengikuti

aturan hukum yang sudah ade
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